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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Tiada kegembiraan, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,  
yang telah melimpahkan hidayah, taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan 
kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan penulis untuk 
menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: “Mediasi Penal Dengan Penerapan 
Prinsip-pirinsip Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Kecelakaan 
Lalu-lintas”. Juga tidak lupa penulis sampaikan shalawat dan salam, semoga 
dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, 
para sahabatnya, para tabi’in dan pengikut beliau sampai akhir zaman. 
Ketertarikan penulis dalam memilih judul dan permasalahan dalam tesis 
ini terinspirasi oleh maraknya kasus kecelakaan lalu-lintas yang terkadang 
penyelesaiannya melalui Sistem Peradilan Pidana (Peradilan formal) tidak 
memenuhi rasa keadilan masyarakat .  
Penulis mengakui bahwa tesis ini bukanlah semata-mata buah karya 
penulis sendiri, akan tetapi telah melibatkan banyak pihak yang ikut memberikan 
kontribusinya baik berupa motivasi, pikiran, tenaga dan finansial yang tidak 
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Law is expected to provide fairness, certainty and legal benefits as 
proposed by Gustav Radbruch. Legal certainty is required to be upheld justice 
and expediency, but more important to be applied.  
Similarly, in solving the case of a traffic accident. Rule of law is supposed 
to apply to the offender traffic accidents according the principles of criminal 
justice. However, cases of traffic accidents with particular consideration of plural 
solved by police outside the penal justice through mediation efforts with the 
principles of Restorative Justice as a solution.  
Mediation penal police authority applying the principles of Restorative 
Justice is based on police discretion in accordance stipulated in Article 18 of Law 
No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police and the Chief of Police 
B/3022/XII/2009/SDEOPS Circular concerning the handling of cases 
misdemeanors through alternative dispute resolution (ADR), where consideration 
of taking penal action Mediation obtained for the creation of justice and 
expediency of the law against traffic accidents.  
 Although police do mediation, but the police are not willing referred to as 
a mediator. They only become a facilitator of the mediation process offenders and 
victims. This is due to the lack of legal regulations governing mediation in 
criminal cases so that it becomes a dilemma for police officers to refer to himself 
as a mediator.  
 
Keywords: Penal Mediation, Restorative Justice, Police Discretion, Police 







  Hukum diharapkan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan 
hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum 
memang wajib ditegakkan namun keadilan dan kemanfaatan jauh lebih utama 
untuk diterapkan.  
  Demikian pula dalam upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas. 
Kepastian hukum memang harusnya diberlakukan pada pelaku kecelakaan lalu-
lintas sesuai asas peradilan pidana. Namun kenyataannnya, kasus kecelakaan lalu-
lintas dengan pertimbangan tertentu jamak diselesaikan oleh polisi diluar 
peradilan melalui upaya mediasi penal dengan prinsip-prinsip Restorative Justice 
sebagai solusinya. 
Kewenangan polisi menerapkan Mediasi penal dengan prinsip-prinsip 
Restorative Justice ini berlandaskan pada diskresi kepolisian sesuai yang diatur 
dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia  dan Surat Edaran Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS 
tentang penanganan kasus pidana ringan melalui alternative dispute resolution 
(ADR), dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan Mediasi penal diperoleh 
untuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap kasus kecelakaan 
lalu-lintas. 
 Meski polisi melakukan proses mediasi namun polisi tidak bersedia 
disebut sebagai mediator. Mereka hanya menjadi fasilitator dari proses mediasi 
pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi hukum yang 
mengatur tentang mediasi dalam perkara pidana sehingga menjadi dilema 
tersendiri bagi aparat kepolisian untuk menyebut dirinya sebagai mediator. 
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